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BAB V 

PENUTUP 

5.1    Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

menganalisis penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Untuk definisi aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango telah 

sesuai dengan definisi aset tetap yang ada di teori PSAP nomor 07 tahun 

2010. Adapun dalam pengertian menurut pernyataan standar akuntansi 

pemerintah nomor 07 tahun 2010 bahwa aset tetap adalah aset berwujud 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam 

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

2. Untuk pengakuan aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango, 

diakui dengan nilai perolehan yakni yang memiliki nilai perolehan yang 

diatas Rp. 250.000 itu akan dimasukkan kedalam kategori aset tetap. 

Adapun dalam peengertian menurut pernyataan standar akauntansi 

pemerintah nomor 07 tahun 2010 yakni pada saat potensi manfaat 

ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau 

biaya yang dapat diukur dengan andal serta aset dapat diakui pada saat 

diterima kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah. Jadi 

pengakuan aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango telah 

sesuai dengan PSAP Nomor 07 tahun 2010. 
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3. Penilaian aset tetap saat ini sudah tidak sulit untuk dilakukan karena 

semua aset tetap yang ada di Kabupaten Bone Bolanga hampir semua 

sudah memiliki nilai perolehan. Menurut PSAP Nomor 07 Tahun 2010 aset 

tetap dinilai dengan biaya perolehan. Dalam hal penilaian aset tetap pada 

DPPKAD Kabupaten Bone Bolango telah sesuai dengan PSAP nomor 07 

tahun 2010.  

4. Pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango Aset tetap diungkapkan dan di 

sajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dalam necara secara 

terperinci. Dalam hal pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan 

DPPKAD Kabupaten Bone Bolango telah menyajikan informasi yang 

berkaitan dengan aset tetap secara terperinci  dan telah sesuai dengan 

PSAP nomor 07 tahun 2010. 

5. DPPKAD Kabupaten Bone Bolango sudah melakukan penyusutan atas 

aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dikarenakan sudah 

ada prosedur petunjuk teknis dalam melakukan penyusutan aset tetap. 

 

5.2    Keterbatasan Peneliti 

 Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa keterbatasan yang 

menghambat selama penelitian. Pertama adalah mengenai masalah perijinan. 

Perijinan untuk melakukan penelitian ke dinas pemerintah harus melalui banyak 

prosedur dan menghabiskan waktu sehari penuh dan juga menguras biaya 

transportasi untuk menuju ke lokasi penelitian. Kedua, mengenai informan. 

Sulitnya mencari yang tepat untuk melakukan wawancara dengan informan 

menjadi salah satu hambatan peneliti lama menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini 

serta ada juga informan yaang tidak mau diajak untuk diwawancarai. Ketiga yakni 
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mengenai dokumen pendukung dalam hal ini laporan keuangan, sulitnya 

meminta laporan keuangan menjadi hambatan bagi peneliti guna 

menyelesaiakan tugas akhir/skripsi ini. 

5.3    Saran 

 Saran yang diberikan penulis untuk penerapan perlakuan akuntansi 

terhadap aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai 

berikut: 

1. Dengan adanya peraturan pemerintah terbaru yaitu peraturan pemerintah 

nomor 71 tahun 2010 tentang pernyataan standar akuntansi pemerintah 

nomor 07 tahun 2010, dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset 

daerah kabupaten bone bolango harus lebih memperhatikan hal-hal 

sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut khususnya 

mengenai aset tetap sehingga dinas pendapatan pengelolaan keuangan 

dan aset daerah kabupaten bone bolango dapat mengeluarkan sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini. 

2. Menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tahun buku yang akan 

datang sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru yaitu peraturan 

pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. 

3. Menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dengan 

membuat kebijakan akuntansi daerah untuk menyempurnakan kekurangan 

yang ada dalam penerapan perlakuan akuntansi. 
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